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ABSTRAK

Program desa anti korupsi merupakan program yang dilatar belakangi karena
tingginya angka penyelewengan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. KPK
menetapkan Kamang Hilia menjadi desa anti korupsi diantara 9 desa lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana
pelaksanaan desa anti korupsi yang dilakukan di Nagari Kamang Hilia. Penelitian
ini menggunakan teori indikator desa anti korupsi oleh KPK. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus instrumental.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Nagari Kamang Hilia sudah
memenuhi 5 indikator desa anti korupsi yaitu pertama penguatan tata laksana,
adanya perna tentang perencanaan yaitu perna No. 7 Tahun 2018 tentang RPJM.
Adanya perna No. 10 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan. Adanya Perna
No. 04 tahun 2017 tentang SOTK Pemerintah Nagari Kamang Hilia terkait
mekanisme pengawasan dan evaluasi perangkat nagari. Adanya himbauan terkait
gratifikasi dan juga ketersediaan pakta integritas. Kedua penguatan pengawasan,
adanya evaluasi kinerja perangkat nagari. Adanya pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat Kamang Hilia, Bamus, Camat, DPMN, APIP dan Inspektorat.
Ketiga, penguatan kualitas pelayanan publik, adanya layanan pengaduan, survey
kepuasan masyarakat, serta adanya pelayanan yang dilakukan pada standar
pelayanan (kesehatan, pendidikan, sosial, pengaduan masalah, pekerjaan umum
dan kependudukan). Keempat, penguatan partisipasi masyarakat, adanya
partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP, adanya edukasi dan sosialisasi
gratifikasi/suap kepada masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan dengan dibentuknya TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Kelima
kearifan lokal, adanya hukum adat yang berlaku yaitu yaitu perna No. 06 tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 tahun
2006 tentang adat nan diadatkan di Nagari Kamang Hilia, serta adanya buek arek
yang berlaku di jorong yang berada Nagari Kamang Hilia.
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ABSTRACT

The anti-corruption village program is a program that is motivated by the high
rate of misappropriation of village funds in recent years. The Corruption
Eradication Committee (KPK) designated Kamang Hilia as an anti-corruption
village among 9 other villages. This research aims to explain and analyze how the
anti-corruption village is implemented in Nagari Kamang Hilia. This research
uses the KPK's anti-corruption village indicator theory. The method used in this
research is qualitative with an instrumental case study. The results of the research
show that the Nagari Kamang Hilia government has fulfilled 5 anti-corruption
village indicators, namely, first, strengthening governance, the Nagari Kamang
Hilia government, the existence of regulations regarding the RPJM, namely
regulation No. 7 of 2018 concerning RPJM. The existence of perna No. 10 of 2018
regarding financial management. Perna No. 04 of 2017 concerning SOTK of the
Nagari Kamang Hilia Government regarding monitoring and evaluation
mechanisms for nagari equipment. There are appeals regarding gratuities and
also the availability of integrity pacts. Secondly, strengthening supervision, there
is an evaluation of the performance of the nagari apparatus, supervision is
carried out by the Kamang Hilia community, bamus, sub-district heads, DPMN,
APIP and the Inspectorate. Third, strengthening the quality of public services, the
existence of complaint services, community satisfaction surveys, as well as the
existence of services provided in complaint services, and service standards (health,
education, social, problem complaints, public works and population). Fourth,
strengthening community participation, community participation in preparing the
RKP, education and socialization of gratuities to the community, community
involvement in development with the formation of the TPK (Activity Management
Team). The fifth local wisdom is the existence of customary law, namely perna No.
06 of 2020 concerning Amendments to Nagari Kamang Hilia Regulation Number
03 of 2006 concerning customs held in Nagari Kamang Hilia, as well as the
existence of buek arek which applies in Jorong where Nagari Kamang Hilia is
located.

Keywords: Good governance, Anti corruption village, KPK


	ABSTRAK
	ABSTRACT

